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Krisis ekonomi 1997 semakin menyadarkan bahwa fondasi perekonomian akan semakin kuat, bila
perekonomian rakyat diperkuat. Karena sebagian besar rakyat Indonesiatinggal di pedesaan, maka
konsekuensinya, perekonomian desa harus diperkuat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dibangun
lembaga keuangan pedesaan yang mampu menjadi perantara keuangan pedesaan.

Salah satu lembaga keuangan yang diharapkan dapat menjalankan fungsi tersebut di atas adalah Bank
Perkreditan Rakyat (BPR). Pembatasan wilayah operasional BPR yang hanya di pedesaan/kecamatan secara
teoritis akan mendorong BPR menjangkau masyarakat desa, yang secara langsung maupun tidak langsung
akan mendorong aktivitas perekonomian desa. Dengan demikian, BPR dapat diharapkan sebagai lembaga
keuangan yang mempunyai peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, yang dalam jangka
panjang akan memperkuat perekonomian desa/rakyat.

Kemampuan BPR memenuhi harapan yang dibebankan, sangat ditentukan oleh kinerja dan peran BPR.
Kinerja BPR yang semakin baik akan memungkinkan BPR meningkatkan perannya. Sebaliknya peran BPR
yang semakin besar, dapat meningkatkan kinerjanya, karena tercapainya skala usaha yang lebih efisien.
Untuk melihat bagaimana kenyataan sebenarnya, maka studi tentang peran dan kinerja BPR di Sumatera
Barat ini dilakukan dengan menggunakan analisi deskriptif dan regresi baik dengan menggunakan datatime
series 1991-2002 maupun cross section 2001 dan 2002.

Dengan menggunakan analisis deskriptif, hasil studi menunjukkan bahwa kinerja BPR di Sumatera Barat
relatif baik di ukur dari angka CAR, ROA, ROE dan NPL. Angka-angka tersebut umumnya lebih baik dari
standar yang ditetapkan Bl. Peran BPR diukur dari share volume usaha, jumlah dana yang dihimpun, jumlah
kerdit yang disalurkan dan pengaruh terhadap penyaluran kredit maupun jumlah nasabah (rekening) yang
berhasil dijangkau, juga sangat mengesankan. Misalnya saja pertumbuhan volume usaha, jumlah dana yang
dihimpun dan nilai nominal kredit yang disalurkan selama periode 1991-2002 adalah beberapa kali lipat
pertumbuhan volume usaha dan jumlah kredit yang disalurkan Bank Umum.

Dengan menggunakan analisis regresi dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- BPR di Sumatera Barat telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, karena dana yang dihimpun
dan modal disetor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan ke beberapa
sektor ekonomi.

- Perkembangan BPR di Sumatera Barat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian makro dan
sebaliknya BPR mempunyai peran siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, karena perannya yang
signifikan terhadap penyaluran kredit konsumsi, investasi dan modal kerja.
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- BPR di Sumatera Barat umumnya melakukan strategi internal financing, yaitu mengandalkan pembiayaan
usahaterutamadari hasil laba operasional. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan
peran BPR dipengaruhi oleh pertumbuhan kinerjanya.

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikemukakan bahwa prospek usaha BPR di Sumatera Barat sangat
baik. Kessimpulan ini makin diperkuat oleh fakta bahwa struktur perekonomian Sumatera Barat, sangat
didominasi oleh kegiatan produksi pertanian dan jasa yang umumnya berskala kecil-menengah.

Jenis-jenis usaha tersebut merupakan pasar yang sangat potensil bagi berkembangnya produk BPR.
Meskipun kinerja, peran dan prospek BPR di Sumatera Barat, sangat baik, namun ada beberapa

permasal ahan yang dapat menjadi kendala. Salah satu masalah terbesar adalah komitmen pemilik/pengelola
BPR. Pertama, masih banyak BPR yang belum memenuhi ketentuan, Bl. Dua ketentuan yang paling banyak
dilanggar adalah LDR dan permodalan. Sampal Desember 2002, dari 104 BPR, sekitar 39 BPR yang angka
LDR-nyamelebihi 115% atau melebih batas maksimum yang ditetapkan Bl. Sementaraitu masih ada 6 BPR
yang sama sekali belum menyetorkan modal dan 32 BPR yang belum memenuhi ketentuan modal disetor.

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah inefisiensi pengelolaan. Masalah ini ditunjukkan dari masih
kecilnya skala usaha BPR, dimana sampai Desember 2002, masih separuh BPR memiliki skala usahalebih
kecil dari Rp I miliar. Angka CAR rata-rata yang sangat tinggi juga memberikan indikasi inefisiens

pengel olaan, karena angka tersebut mengindikasikan cukup besarnya dana atau sumber daya keuangan BPR
yang menganggur.



